
 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Jurnalis 
 

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa 

Perancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik 

diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan 

setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media 

massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa 

bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. 

Mac Dougall menyebutkan bahwa jurnalisme/jurnalistik adalah kegiatan 

menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik sangat 

penting di mana pun dan kapan pun. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada 

seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan 

menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai disertai dengan penjelasan 

tentang peristiwa itu (Haris Sumadiria, 2011: 23). 

Setelah memperhatikan dan menyelami pendapat para pakar tersebut, Haris 

Sumadiria dalam bukunya Jurnalistik Indonesia, mendefinisikan jurnalistik 

sebagai “kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajkan, 

dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya 

dengan secepat-cepatnya”. 

Sedangkan pengertian jurnalistik online memiliki banyak istilah, yakni 

jurnalistik online, internet, dan website. Jurnalistik dipahami sebagai proses 

peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi atau berita melalui media 



 

 

massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diuraikan sebagai 

memberitakan sebuah peristiwa. Online dipahami sebagai keadaan konektivitas 

(ketersambungan) mengacu pada internet atau world wide web (www). Online 

merupakan bahasa internet “informasi dapat diakses di mana saja dan kapan 

saja” selama ada jaringan internet (konektivitas). Sehingga, jurnalistik online 

dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media 

internet, utamanya website. 

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, 

memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas 

melalui media massa, baik yang tercetak maupun elektronik.Yang dapat disebut 

sebagai wartawan adalah reporter, editor, juru kamera, berita, juru foto berita, 

redaktur dan editor audio visual. Wartawan adalah reporter, editor dan juru 

kamera berita. Reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis 

berita. Editor adalah orang yang menilai, menyunting berita dan 

menempatkannya didalam media massa periodik, bisa tercatak, bisa elektronika. 

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah 

tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (K. 

Wardana dan Ahmad Komari, 2011: 43). 

Pers sebagai perusahaan pemberitaan tempat wartawan bekerja, sangat 

berperan penting bagi laju kemajuan teknologi dan informasi. Pers semakin 

berkembang sehingga berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, 

dan Kontrol sosial. Pers juga sangat berperan penting dalam memenuhi hak 

masyarakat untuk mengetahui, menegaskan nilai-nilai dasar demokrasi, 

mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia, serta 



 

 

menghormati kebinekaan. Pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan 

informasi yang tepat, akurat, dan seimbang. Pers juga melakukan pengawasan, 

kritik, atau koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Sulistiono, 

2012: 2). 

Pers, perlu adanya wartawan yang merupakan profesi untuk memperoleh 

informasi dengan mendatangani sumbernya. Istilah yang di gunakan, yang 

meliput. Hasil liputan para wartawan di tulis, kemudian di serahkan redaktur 

kemudian di olah lagi dan di sajikan dalam bentuk tulisan di media cetak, radio, 

atau televisi (Sulistiono, 2012: 6). 

Tugas wartawan dalam bidang Jurnalistik, wartawan menyampaikan 

informasi dalam berbagai outlet berita. Mulai dari surat kabar, sampai dengan 

stasiun radio. Dengan demikian, tugas utama dari seorang wartawan adalah 

mengumpulkan berbagai data yang akan di sajikan dalam format laporan berita. 

Wartawan dalam pengumpulan berita tidak hanya berkutat dalam satu topik, 

tetapi beragam topik, mulai dari sisi kehidupan sosial, politik, ekonomi, 

pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu sebagai wartawan dituntut bisa 

menguasai semua topik dengan baik. 

Hal ini bertujuan, agar dalam penyampaian berita mudah di mengerti oleh 

para pembaca. Wartawan mempunyai peranan penting dalam dunia jurnalistik. 

Tanpa adanya wartawan, tidak akan tercipta sebuah sajian berita yang 

berkualitas. Wartawan tak lepas dengan asas kebebasan/kemerdekaan pers 

sebagimana yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 

1999. Pasal 2: Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat 



 

 

yang Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum. 

Kandungan Pasal ini sangat menjabarkan secara terperinci bahwa seorang 

wartawan dalam mengumpulkan dan membuat berita harus berdasarkan pada 

prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum demi terlaksananya 

masyarakat yang sadar akan hukum dan taat terhadap hukum yang berlaku di 

Indonesia.  

 

2.2 Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pers 

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs 

Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada 

WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa 

yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha 

untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada 

keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. 

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap 

dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti strafbaarfeit, hal 

ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, 

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 

tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana 

karena melakukan kejahatan (Sudarto, 2011: 45). 

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak 

pidana” sebagai pengganti dari perkataan “strafbaar feit” tanpa memberikan 



 

 

sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan 

“strafbaar feit” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “Strafbaar 

feit” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam 

dengan pidana. 

Menurut Pompe (P.A.F. Lamintang 2011: 76), yang dimaksud tindak 

pidana adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 

seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 

Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu 

dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya 

pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di 

pidana atau disingkat perbuatan jahat (Verbrechen atau Crime). Oleh karena itu 

dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan 

tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan 

orang yang melanggar larangan itu. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan 

dari istilah Belanda, yaitu strafbaar feit yang berasal dari kata strafbaar, artinya 

dapat dihukum. 

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang 

sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana” ( Lamintang, 

2012: 36). Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu 

istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa 

Belanda "straf" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti 

dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata 



 

 

"straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", 

adalah merupakan istilah-istilah konvensional. 

Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-

istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "straf" dan 

“diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" 

diartikan "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-

hukuman (Ilyas, dkk,  2012: 34). 

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya 

dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 

kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian 

tindak pidana tersebut. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara 

lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai 

Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), dan 

bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui bahwa 

kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, 

kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang 

harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai 

dasar dari tegaknya pilar demokrasi (M. Halim,  2016: 12). 

Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan 

sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak 

faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini 

yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang 

lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun 

orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. 



 

 

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal 

pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya 

masing- masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata 

masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai 

anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan 

perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. 

Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan 

seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan 

tersebut   dilakukan. 

 

2.2.2 Tindak Pidana Pers 

 

Tindak pidana pers bukanlah suatu klasifikasi tindak pidana yang 

diklasifikasikan khusus dalam undang-undang, melainkan suatu sebutan 

terhadap berbagai kelompok tindak pidana yang dilakukan dengan 

mempublikasikan berita yang berkaitan dengan pers. Tindak pidana tersebut 

bukan merupakan tindak pidana baru, melainkan frasa dasarnya ialah tindak 

pidana dan pers. 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh atau dalam 

undang-undang yang disertai ancaman pidana pada siapa saja yang melakukan 

perbuatan tersebut. Makna pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dinyatakan sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan 

penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang 

yang bergerak di penyiaran berita; dan sebagainya. 

Pengertian pers tersebut lebih kepada istilah sosial, sementara makna 

pers menurut undang-undang pers berbunyi: Pers adalah lembaga sosial dan 



 

 

wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data 

dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, 

media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jika dihubungkan 

dengan tindak pidana, maka tindak pidana pers dapat didefinisikan sebagai 

larangan melakukan penyampaian berita atau perasaan secara tertulis melalui 

media cetakan dan/atau lisan melalui radio, televisi, media cetak, media siber, 

dan lain-lain. 

Singkatnya Oemar Seno Adjie melihat tindak pidana pers tersebut dari 

sudut bentuk berita yang disampaikan dan sarana atau media yang digunakan. 

Jadi tidak termasuk sebagai tindak pidana pers, jika penyampaian berita lisan 

secara verbal tanpa melalui media apapun. Oleh karenanya, perumusan tindak 

pidana pers pada intinya berkaitan dengan tindak pidana danpers, serta 

disampaikan dalam bentuk media yang tersedia, baik secara lisan maupun 

tulisan. Adapun kualifikasi jenis tindak pidananya bermacam-macam, baik yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun diluar 

KUHP. 

Adapun konsep dasar pertanggungjawaban pidana ialah adanya 

kemampuan bertanggung jawab dan tindak pidana. Kemampuan bertanggung 

jawab berada diluar persoalan tindak pidana. Tindak pidana adalah mengenai 

perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri 

orangnya. 



 

 

Perlu dianalisis makna kemampuan bertanggung jawab dan tindak pidana 

terlebih dahulu, untuk dapat mengetahui seseorang tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan secara pidana. Undang-undang tidak memberikan ketentuan secara 

tegas mengenai makna kemampuan bertanggung jawab. Justru yang ditemukan 

ialah keterangan yang sebaliknya mengenai ketidak mampuan bertanggung 

jawab atau makna secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 44KUHP. 

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu 

karena penyakit, tidak dipidana; 

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganngu karena penyakit, 

maka hakim dapat memerintahkan supaya orng itu dimasukkan ke rumah sakit 

jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; dan Ketentuan dalam 

ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan 

Pengadilan Negeri. 

Berdasarkan uraian pasal tersebut, bahwa siapa saja yang memenuhi 

unsur-unsur ketentuan Pasal 44 KUHP dianggap tidak mampu bertanggung 

jawab. Adapun KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara 

negatif karena pembentuk undang-undang berpendirian, bahwa setiap orang 

dianggap memiliki jiwa yang normal atau memiliki kemampuan bertanggung 

jawab. 

 

2.3 Pengertian dan Unsur-Unsur Penganiayaan  

 

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut 

penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau 



 

 

kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan 

akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang 

berasaldari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. 

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai 

berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada 

orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada 

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu 

dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Leden Marpaung, 2012: 5). 

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan 

sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain 

untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut 

harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam 

melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka 

pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan 

kesehatan orang lain. 

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut 

dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut 

banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan 

diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. 

Pandangan kriminologi terhadap asal muasal kekerasan memang beragam. 

Di suatu sisi dapat dilihat secara individual, di sisi lain dapat pula dilihat dalam 

konteks kolektif. Individu yang melakukan kekerasan, seperti penganiayaan dan 

pembunuhan, dapat dilihat sebagai individu yang terprovokasi. Ada peran 



 

 

korban dalam munculnya kekerasan. Sementara kekerasan secara kolektif lebih 

merupakan larutnya individu dalam kerumunan, sehingga menjadi tidak lagi 

memiliki kesadaran individual atau hilang rasionalitas.  

Dalam kerangka kekerasan memakai bingkai patriarkhis, dapat dilihat 

bahwa telah terjadi pengkerdilan kemampuan perempuan secara spesifik, 

melalui pembatasan kesempatan terhadap perempuan yang dalam hal ini 

berkaitan dengan dominasi laki-laki dalam lingkup publik. Kekerasan 

mempunyai ciri khas pemaksaan yang berarti bahwa terjadi pelecehan terhadap 

kehendak pihak lain, seperti pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya 

sebagai manusia dengan akal, rasa, kehendak, dan integritas tubuhnya tidak 

dipedulikan lagi (Bahder Johan Nasution, 2012: 83-88). 

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap 

tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa 

sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaaan dimuat 

dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut : 

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. 

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP. 

3.  Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. 

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. 

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP. 

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk 

memaparkan atau menjelaskaannya satu persatu diantaranya sebagai berikut: 

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai 

berikut: 



 

 

a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. 

d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. 

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, 

memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan 

suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Oleh karena 

mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau 

seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan 

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk 

mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya.  

Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas 

ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. 

1. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. 

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka 

atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas 



 

 

sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 

KUHP sebagai berikut: 

a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan 

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, 

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang 

yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau 

menjadi bawahannya. 

b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 

KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan 

ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para 

ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada 

sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan 

tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk 

melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah 

diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam 

penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain. 

2. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP. 

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai 

berikut : 

a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 



 

 

b. Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana 

dengan pidana penjara palang lama tujuh tahun. 

c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah 

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. 

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si 

pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan 

batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik 

bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk 

melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi 

keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di 

kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/ takut, tergesa-gesa atau 

terpaksa dan lain sebagainya. 

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUH P apa bila 

mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan 

pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila 

menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut 

lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 

KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian 

(ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan 

berencana (Pasal 340 KUHP). 

 
3. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. 



 

 

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya 

adalah sebagai berikut: 

a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan 

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 

 

Penganiayan berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut 

juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. 

Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, pebuatan 

yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan di adakan larangan itu dan 

bahwa perbuatan itu melanggar hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


